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ABSTRAK

Pencabulan merupakan suatu bentuk kecacatan sikap tanggung jawab
seseorang kepadases glain itu Pencabulan juga

ak-anak wajib
“ k kondisi yang

g akan dibahas
tindak pidana
- ‘ Rokan Hilir dan
yang kedu . ) gan Tinda pulan di Wilayah
Hukum RoK& )€ , ari pirialah sama dengan
rumusan mas ) : ! g€ 3 umusan masalah

S ﬂ litian Observasi
' s aksudkan untuk
J ini dengan jalan

_ fikal kannya seterusnya

menganalisa @ a masyarakat untuk

Pencabulan di Indanesia’%e rapa Fa tor diantaranya : faktor
rendahnya tingkat lidike s seseorang dengan tingkat
pendidikan dan ekono
melakukan suatu kejahatan ikirkan akibat dari perbuatannya,
faktor lingkungan/tempat tinggal, Seseorang akan mudah terpengaruh oleh
lingkungan sekitar, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas
dari pengaruh lingkungan Dan Adanya Penanggulangan Tindak Pidana
Pencabulan Anak dibawah umur dengan melakukan cara Preventif yaitu
tindakan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kaitannya
dengan norma sosial yang berlaku, dan dengan cara Represif yaitu
merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan
sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu
karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang
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sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Anak, Pengadilan Negeri Rokan Hilir

d is to realize
inappropriate
the role of the

quility. In fact, in
)f conditions that

scussed, namely,
sexual abuse of
and the second is

the jurisdi

- SETY, ional research. This
type of resealef 2nd Oblers that exist at the

of education and economics, a person with a low level of education and
economy and tends to be easily influenced to commit a crime without
thinking about the consequences of his actions, environmental factors /
residence, a person will be easily influenced by the surrounding environment,
because the influence of one's socialization will not be separated from
environmental influences. which is an action taken after a social deviation
has occurred which aims to restore social life that has been disrupted due to
social deviation by imposing sanctions in accordance with the violations that

Xi
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have been committed. conducted.

Keywords: Crime of Obscenity, Children, Rokan Hilir District Court

rikan penelitian
ilayah Hukum
diajukan untuk

Fakultas Hukum

Trias Hamsal, Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun
moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan
kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis

persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan

Xii
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. Teman-teman seperjuangea

penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

o/) untuk masyarakat,
pun tidak, yang
gar mematuhi
u wujud sosial
Standar  dari
32 mengakibatkan

pelanggarnya.

merupakan 'Sg anuggere inda Al pallfyang mana harus
dijaga, di r
langsung pada gdapatkan perlindungan

hukum, sesuai

“Perlindungan anak adalal®Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”.

Proses kemajuan hukum khususnya hukum pidana pada

kenyataannya jauh tertinggal dengan lajunya perkembangan kehidupan yang
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ada di publik. Kondisi yang demikian mengharuskan hukum harus mampu
berkembang sesuai dengan perekmbangan yang ada di kehidupan

masyarakat.

Perkemk ;ﬂ asyarakat _de x
*@é ALIESS Y ht)

ggai pengaruh dari

9# ‘ 5 masyarakat

ersebut untuk

Ipan sehari-hari
sering te dengan norma-
norma h ran perundang-
undangan. kti nyata adalah

dengan adahy rbagai macan 15 : an salah usaha

undang-undang, hanya beberapa gelintir orang-orang yang mau mematubhi
peraturan perundang-undangan, nyatanya dimanapun berbagai kalangan ada
yang menyimpang dan pada dasarnya prilaku-prilaku tersebut yang
menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan meresahkan

kehidupan masyarakat, sehingga prilaku tersebut tidak oleh masyarakat
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(soekanto, 2000, hal. 21)
Kejahatan dalam bahasa hukum disebut sebagai tindak pidana

merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang tidak bisa

dipisahkan pad

rS)

Ny,

di jawab
membera
Salah sat masyarakat dari
waktu ke hal. 47).

sikap tanggung

aRALRARRE

=)

Pencabulan juga

.‘ﬁ_‘\

()
@ N
<
(@]
Q.
8
Q
0
(7]
D
3
w
[
o
S
[©)
>0

pornografi seksual, sejatinya anak merupakan pusaka dan sekaligus
keturunan-keturunan yang nantinya akan melaksanakan berbagai keinginan-
keinginan umat terdahulu yang harus dilindungi dan wajib untu merasakan
ketentraman. Sesungguhnya di dalam Negara ini  anak-anak wajib

mendapatkan rasa aman dari segala dari segala bentuk kondisi yang
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mengancam keamanan dan kesejahteraan anak.
Vokabuler dari “tindak pidana” dalam Bahasa Belanda, disebut

dengan “Strafbar” yang maknanya bisa dihukum, sedangkan “feit” maknanya

feit”

suatu “strafbar

dan
bertolak bé kan pencabulan
atau diesebt engingkari Hak
asasi manusia A 3 : z erbuatan tersebut
adalah seb 3k A : publik, umumnya

tindakan cabl 4 ana dasiih memiliki cantolan

289 - 296 KUHP, dan ancaman pidana dalam Pasal 289 KUHP adalah
sebanyak 9 ( sembilan ) tahun penjara. Dan delik penipuan seperti tindakan
cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tipu muslihat pada anak
dibawah umur, perbuatan ini atur di UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Dengan ultimatum pidana pada
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Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 ( lima)

tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dengan tuntutan denda paling

banyak 5 Milyar rupiah.

A

k tindak pidana

). Beberapa kata

LR

Objek penelitian putusan No 7/Pid.Sus/2021/PN Rhl Yang terjadi
pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB pada tahun 2020
di JL. Suka Jadi RT 003/ RW 005 Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Pasir
Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Prov. Riau di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Rokan Hilir. Dengan melakukan kekerasan atau acaman kekerasan, memaksa,

Edit dengan WPS Office
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melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak yaitu Anak Korban, untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul. Dan berakibat kerugian pada korban dengan

akukan tindak
erhadap Anak
pidana dalam
Perubahan atas

nak Jo. Pasal 82

‘.“ea a

Sesuai uraian Y& an maka penulis melakukan

pembatasan pada judul agar terarah dan tidak akan melahirkan tafsiran
makna yang invalid terhadap maksud dari penelitian ini (Koesnan, 2005)

Jadi, dengan penjelasan di atas, penulis tertarik mengangkat judul ini,
dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Alasan Subjektif: Pembahasan ini sangat memungkinkan dibahas

Edit dengan WPS Office
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dan relevan karena merupakan disiplin hukum ilmu pidana,
tersedianya beberapa literatur yang dapat menunjang sebagai

referensi kajian-kajian dan tata dalam menyelesaikan penelitian ini.

setelah a : san ir _ ] (el belajaran untuk
kita semu
dan tulisa e ah: fensi bagi sarjana

hukum,ma

1. Apa sajakah Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya
tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah Hukum Pengadilan
negeri rokan hilir?

(NO.7/PID.SUS/2021/PN RHL) ?

2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan

Edit dengan WPS Office
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan peneljti
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N
<
Q

2. Sebagai rujukan serta kritikan dan saran untuk peneliti dan
masyarakat dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan

dengan perkara pencabulan terhadap anak.

Edit dengan WPS Office



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

D. Tinjauan Pustaka

Seiring perkembangan zaman yang semakin modren dan

canggih,maka ting ejahatan semakin tinggigi setiap tempat dan waktu.

eflangan secara

formil di (@i ak 3 ) d 2 hukum acara

merupakan @ .9 atkan. Kejahatan

merupakan

bahwa, ‘“crime is

Gersoo W.Bawengan, menjelaskan ada 3 ( tiga ) maksud dari delik

menurut kegunaannnya masing-masing, yaitu:

Edit dengan WPS Office
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1. Pergertian praktis

atas norma-norma

engan dosa, dan

neraka terhadap

=
o7
ol
&
&
&
r=
Vel
d
Fie/
: UHP bahwa setiap

ketentuan berbeda ang terdapat nilai—nilai kejahatan.

Seperti pidana khusus. (W, Gerson, 1997, hal. 57) .

Kejahatan dalam segi melawan ketentuan dari Tuhan di sebuat

dengan tindak pidana dari sudut pandang Agama. Seperti diantara nya

10
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perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Sebab akibat dari pelanggaran
norma-norma keagamaan, maka aspek relasi sosial, di antaranya ada yang

dilanggar dan dikorbankan. (Wahid, 2011, hal. 27).

Pencabulan merupakan sesuatu perbuatan yang sewenang-wenang

terhadap pihak korban. Baik pencabulan maupun pencabulan kehormatan
dan hak-hak asasi manusia sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan

paksaan. Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan

11
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pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti:

1) Menaklukkan secara aniaya, paksa, menggagahi, secara durjana,

seperti memperkosa gadis belia yang lemah.

ng R, misalnya perbuatan

‘“ ekang g€ 1“
ebls ““l‘-‘“ .$ aadap hukum

R

Asasi manusia.

sangat runyam
tak semu hanya seked: [ S 5 saja, atau tidak

seperti ya ‘ se ana oleh pi dhasan seksualitas

kejam. (Sa'abah, 1998, hal.

Ahli R.Seoesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana
menjelaskan bahwa pada pasal-pasal serta pembagian delik aduan terbagi

menjadi dua:

12
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a. Delik aduan absolut ialah delik yang dapat di tuntut apa bila ada

pengaduan yang terdapat didalam pasal-pasal berikut: 284, 287, 293,

310 dan 332, 322, 369, KUHP

peraturan g-u jan ' Janplkasus yang telah
dijelaskan dipé aitu ncabul ofc elik-delik tentang

pencabula

KErasan atau ancaman
pu™ uslihat, melakukan
pujuk anak untuk

“Setiap orang yang denga sengaja melakukan perbuatan
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian suatu hal kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan vabul, dipidana dengan penjara paling lama
15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara serta denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.

13
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60.000.000,00".

Penulis merangkum butir-butir dari bunyi Pasal di atas berdasarkan

putusan hakim di Pengadilan Negeri Rokan Hilir diantaranya:

kepadanya

pidana yang

atau ancaman
atan tipu muslihat,
bohongan, atau

atau membiarkan

ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub
butir yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk

dipertimbangkan.

14
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Kemudian, kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini
dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menginginkan

tindakan itu dan disamping itu mengetahui tentang apa yang dilakukan

suatu tindaka ~ : g aafseseorang. Bila
mengamb
perbuatan. yang melanggar

kesusilaan Sopana ' q : cium-ciuman,

dan sebagainya

sebagai berikut :
1. KBBI (Departemen Pendidikn dan Kebudayaan), menjelaskan bahwa
pencabulan berasal dari kata dasar “cabul”, yaitu kotor dan keji
sifatnya bertentangan dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak
susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul:

menzinahi, memperkosa, mengotori harga diri wanita, film cabul: (film

15
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porno). Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan,
kesopanan)” (KBBI,2008:184).

2. Bahwa perbuatan Pencabulan merupakan semua perbuatan yang

ppanan) atau tindakan

‘ ‘ “““ .@‘ alat kelamin,

dengan pelaku kejahatan kesusilaan yang jenis berbeda. Namun pemberian
nestapa pada pelaku bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk meredam
tindakan pencabulan. Penghukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban
dari perbuatan yang telah di perbuat supaya tidak melakukannya di waktu

yang akan datang.

16
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Mengenai pencabulan pada pasal 285 KUH Pidana:

dengan ancaman
grinya bersetubuh

\t\g

o
(%]
D
Q

A NS

yang biasafya s pelaku dalaminen 3 g ejad nya terhadap

korban yait

. Pola kedua yaitu maksudnya tidak diperbolehkan
menceritakan kepada orang lain atas ulah cabulnya yang telah
diperbuat pelaku pada anak tersebut, guna mendapatkan
kepuasan nafsu si pelaku. Adapun pola tersebut adalah pola

alternatif jika si anak tidak mau memuaskan nafsu si pelaku

17
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(Yuwono, 2015, hal. 106).

Setiap orang tua tidak ingin anaknya menjadi korban tindak

kekerasan seksual atau pencabulan untuk itu orang tua harus memiliki ilmu

dpada anak-anak
salah satu hal
geks kepada anak

mereka bisa

sebagai “santapan empuk” Dagi pelaku kejahatan seksual terhadap
anak.
Anak-anak korban percabualan/kekerasaan seksual mendapatkan
dukungan dan suport untuk memulihkan mental nya kembali dari apa yang

dialami sang anak atas peristiwa yang di alami nya sehingga bisa mengurangi

18
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tekanan yang dialami korban. (Yuwono, 2015, hal. 118).

E. Definisi Operasional

kResearch proposal ini,
yakni: 15 ‘ ‘ ‘!““ .eé ilayah Hukum

i ' ~ J21/PN RHL.)".
H proses untuk

baik itu materi

u ancaman dan
pemaksaa dengan cara
kekerasaa

Studika janai Bnulis mempelajari

sesuatu hal B khus tapfPada orang maupun

sesuatu hal.

yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri rokan hilir.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengumpulkan

data-data,mengkaji atau menganalisis secara akurat dan mempermudah

19
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untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam masalah yang sedang di
teliti oleh peneliti. Penulis/peneliti  menggunakan metodeologi sebagai

berikut.:

elitian yang

survei atau

mengenai
Terhadap Anak

ilir". Studi kasus

terhadap perkara tersebut.
3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah semua objek, semua gejala, semua
unit yang akan di teliti. pada tahapan ini seseorang peneliti harus

mengelompokan dan memilih apa yang harus di jadikan populasi.

20
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Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. I. 1.

Populasi dan Sampel

responden dengan menggunakan alat pengumpulan data

berkas perkara “NO.7/PID.SUS/2021/PN RHL" yang terdiri dari

putusan pengadilan negeri rokan hilir.

b. Data sekunder, merupakan bahan/data yang di dapat dari

21
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bahan bacaan, literatur yang sesuai dengan penelitian ini:

1. KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

pengambilan data dari
salinan putusan kasus

pencabulan.
6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data

secara kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud yaitu data tidak

22
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dianalisis dengan menggunakan statisik, matematika ataupun

yang sejenisnya, namun cukup menguraikan secara deskriptif dari

data yang telah diperoleh.

nelitian dengan

i tertentu.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

23
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1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana berasal dari istilah yang berada di dalam hukum

pidana yaitu strafbaar feit atau delict, akan tetapi sampai saat ini belum

ebagaimana

C.S.T dikenal

difidalam perundang-

erundang-undangan

af®leh beberapa ahli hukum

contohnya & \ gana Indonesia. Pembentukan

perundang-undangan juga menggunakan istilah dari peristiwa

pidana, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun
1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin delictum yang digunakan untuk

menggambarkan tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit.

24
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4. Pelanggaran Pidana, dapat dujumpai di dalam buku Pokok-
Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni

ana merupakan
undang sebagai
dipidana dengan

elakukan suatu

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah
melanggar larangan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan
secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang

melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

25
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Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang
melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja

ataupun dengan secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus

tersebut sering di gunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak
pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeitt)

memuat beberapa unsur yakni :

26
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1. Suatu perbuatan manusia.

2. Perbuan itu di larang dan diancam dengan hukuman oleh

pidana(bagi yang melanggar tindak pidana), Unsur perbuatan,
dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum)
b. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi

kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan

27
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dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang
yang berbuat suatu kesalahan. (Andi Hamzah, 2008, hal. 34)

c. Unsur tindak pidana menurut Jonkers adalah Suatu perbuatan

ngan dengan suatu

“\‘m“‘ .’a‘ dan dapat

yang mengenai
allg sebelum atau
arena itu unsur

ku dan bersifat

Tingkah laku dalam Tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif
atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah
laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif merupakan sesuatu bentuk tingkah laku

untuk mewujudkannya serta melakukannya diperlukan wujud

28
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dari sebuah gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh
seseorang, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa

tingkah laku yang tidak melakukan aktiftas tertentu di tubuh

eseorang itu dalam

‘ ‘ ‘ ““‘ .9‘ atan aktif, dan

aduan yaitu dimana tindak pidana yang hanya dapat dituntut
pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak membuat

suatu aduan.

. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Mengenai syarat ini telah disinggung pada saat

29
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membicarakan unsur akibat  konsumtif dimuka. Unsur ini
adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan

unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak

yang melanggar

P) yang sudah

dapat diartikan dengan , penyelenggara negara, pegawai
negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.
Unsur subjektif, unsur ini meliputi :

a) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat dalam

pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan

30
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kemerdekaan (pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
b) Kealpaan (culpa) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian

e

) L

kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat

dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara
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material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP),
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

c¢) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang di larang

2ngkapi kembali atau

atan manusia yang

dewasa. Dewasa
dalam 3 rasional, emosional,

pada umunya. Anak

generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan
yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara,
tidak terkecuali indonesia. Tentang berapa batasan usia seseorang

sehingga di katakan belum dewas, akan penulis uraikan beberapa
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pengertian tentang anak :
a. Pengertian anak menurut hukum pidana. KUHP tidak

merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi

kitab Undang-

finisikan bahwa

2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;

3) Telah datang haid bagi perempuan;
Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-
tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian

pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum islam, anak
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disebut orang yang belum balik atau belum berakal jika di

anggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak (Rasyid,

1983, hal. 320).

ijelaskan, Penulis juga

““h“‘ .Q‘; an perundang-

. Selanjutnya Mahkama Konstitusi (MK) Memutuskan bahwa

batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban
pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah
memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih

stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa indonesia.

34
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Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak

untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan

sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-

Menurut ketentuan 1ni, anak adalah seseorang yang belum

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

. Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak

(ConventionOn The Right Of The Child). Pengertian anak

menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian

35
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anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak
menurut konvensi hak anak sebagai berikut: “anak adalah

setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun

enjadi  korban
anak, pelacuran,
a oleh ibu, bapak,

sekitarnya”.

Anak yaitu anak adala 0 yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UndangUndang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

36
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kekerasan dan diskriminatif.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

2 onvef ‘qﬁ Right Of The Child)
X !\‘ .$e a/i hak asasi

instrumen

upakan sebuah
d8i manusia yang

ik serta hak-hak

anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Perlindungan Anak di atur dalam Bab XII yaitu mulai
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Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

. Anak Sebagai Pelaku Pidana

ang Pengadilan

k sebagai pelaku

tentang Pengadilan Anak adalah:

a. Anak yang melakukan Tindak Pidana
b. Anak yang melakukan perbuatan yang di nyatakan terlarang

bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan
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berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Pencabulan Terhadap Anak Beserta Pengaturannya

1. Pengertian Pg bulan

an | tindak pidana

meraba-raba buah dada, dan sebagainya”.

Pencabulan menurut (Moejianto, 2003, hal. 106), adalah :

“segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang

Edit dengan WPS Office

indonesia
flal. 184), bahwa
kotor dan Kkeji

senonoh), tidak

kelamin, misalnya : ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,
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dengan nafsu kekelaminannya”. Definisi yang di ungkapkan
Moejianto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan
oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung

Sl

&

<
-~

bernafsu
lamin seseorang

elakukan kontak

perkosaan secara aitu jika seorang pria melakukan
persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tetapi
persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk bunuh

atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285

KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak
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pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan,

adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh

penegak

awasan dari

gambar, sketsa, karakteristik, ciri-ciri individu atau tempat

berdasarkan informasi yang diperoleh (Wardana, 2013, hal. 196-204).
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana

pencabulan yaitu KUHP dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
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tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. Di KUHP di jelaskan dalam pasal 289, Pasal 290,
Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296, sedangkan

*Yaele ' ang perlindungan anak

“‘..m ang mengatur

man kekerasan
membiarkan
dihukum karena

penjara selama-

atau tidak berdaya.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus

disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15

42

Edit dengan WPS Office



"~
=]
H
g = |
=1
=
:
= =
£ 3
L]
— |
CE
e B
< o
o =
7 =
I~
&
m—-—
-
Z =
’E’*;
ﬂ-
=

tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa
orang itu belum masanya buat di kawin.

3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di

pgkanya, bahwa umur
‘l“‘ .ea au tidak nyata
a kawin, akan
pada dirinya

engan orang lain

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau
perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan
salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan

yang ada di sebabkan oleh perhubungan yang
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sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk
orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya,

yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya belum

barang siape g dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh
anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum
dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh

anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum

44
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dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya,
didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di

bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang

kebiasannya yaitu

dahkan perbuatan

b. Dalam Undang No. 35 tahun

2014 tentang
Perlindungan Anak Dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak
menyebutkan :

Setiap orang melanggar ketentuan sebagai mana

dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara
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paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima

miliar rupiah).

entang perlindungan

ﬁm wr-“ % kek-SLaSSEsﬁﬁit’,

(2) Jika tidak jefe fa orang itu belum waktunya untuk di

kawin.

2) Unsur subjektif :
Diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya

belum 15tahun.
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Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau
bagian tubuh teruama pada bagian-bagian yang dapat

merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada,

melanggar kesusilaan

“\\‘\“ .QJ‘ ayat (2) KUHP

2) Unsur Subjektif

Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau

47
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jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk di
kawin. Membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi

kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan

< yang secara

di pengaruhi

patut diduganya B
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c. Pasal 293 KUHP

1) Unsur-unsur objektifnya

a) Perbuatannya: menggerakan

dari hubungan

Perbuatan “menggerakan” (bewegen) adalah perbuatan
mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya
sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi,
objek yang di pengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang

lain.
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Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang
atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan

miliknya. Setelah perbuatan di lakukan, maka uang atau barang

allg atau barang itu

udian tidak pada

keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari
kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena
hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang di
gerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.

Penyesalan (misleading) adalah suatu perbuatan yang
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sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan
anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang
dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang

perpendirian.

\ N
m“ .’ J oken gedrag)

293 ini yaitu bentuk Kesengajaan berupa di ketahuinya tentang
kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus di
duga tentang kebelum dewasaan orang yang di gerakannya

untuk berbuat cabul tersebut.
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d. Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP dan unsur Pasal 294

ayat (1) yaitu :

Unsur Pasal 294 ayat pUtir ke-2, yaitu sebagai berikut :
1) Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang
pengawas; seorang pesuruh

2) Dalam penjara; tempat pekerjaan negara; tempat pendidikan;

rumah piatu, di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial;
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3) Perbuatannya: perbuatan cabul;

4) Objek: dengan orang yang di masukakan kedalamnya.

(6) Oleh pemba g belum dewasa

(7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c) Dengan Orang Lain

2) Unsur subjektif

Edit dengan WPS Office
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a. Dengan sengaja
“perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan

yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-

abul dengan
ai kehendak

menimbulkan

sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek
kejahatan atau berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut
Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah
tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan

perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul
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itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya

dan lain-lain dengan orang lain.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 Pasal 295

KUHP ini, unsur perbuatan materilnya sama dengan unsur
perbuatan materil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan yang

mencolok, ialah orang-orang yang di permudah berbuat cabul
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adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam
butir 1. Perbedaan lainnya dapat di lihat sebagai berikut :

(1) Unsur kesalahan dalam butir ke-2 ini ada 3 macam,

lain-lain  yang

permudah

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan
dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak adalah Pasal 82. Tindak pidana pencabulan

pada Pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut :
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1) Unsur objektif

a) Perbuatan :
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2) Unsur subjek

Dengan sengaja

4. Pencabulan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Edit dengan WPS Office
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Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa,
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.
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ancaman kekeraSe iKsa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.00,00 (enam puluh
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juta rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu

merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di
amanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur

dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi pasal Undang-undang

No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

paling singk ahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah)

2) Dalam hal tindak pidana ayat (1) dilakukan oleh orang tua,

wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
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maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Concursus dz Isel Pemidanaan

sebenarnya hanya méle satu perbuatan pidana saja, tetapi
satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari
sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah

melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.
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Penjatuhan pada bentuk perbarengan peraturan dengan
menggunakan sistem hisapan (absorsi stelsel ) yaitu hanya

dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun apabila ditemui

R pidana pokok yang

‘ ‘ ‘E““ .?a pidana pokok

engenai sistem

ikenakan pada 3

c) Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu
masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang

sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

N

. Perbuatan Lanjut
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Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa

perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang

satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim

@ dikenal dengan

P diatur dalam

gga dan dengan
perbuatan yang
)idana saja yang
iﬁ Jatan itu menjadi

a berlainan, maka

perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai satu perbuatan belanjut.

Tiga syarat adanya voortgesette hendeling yang harus dipenuhi,

yang sekaligus juga menggambarkan tentang “ada hubungan”
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sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, ialah:

1) Harus adanya satu keputusan kehendak

pertama kali,
pidana yang
8hendak dasar ini,
ap kali berbuat.
aka kehendak it
idana yang akan
gputusan kehendak

hadap setiap kali

Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan
dalam arti perbuatan materil atau bukan pula dalam arti
unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan

sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana.
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perbuatan dalam, arti ini adalah perbuatan yang telah
memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh

arti Pasal 64 Ayat (1)

.9& aan, melawan

tidak boleh terlalu lama temponya. Syarat tidak boleh
terlalu lama, karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat
kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana

yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula
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atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis)
sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian

lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau

berlanjut

an satu aturan

pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan
ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi
dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana
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pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman
pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumahnya

tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga.

LS M N

pelanggaran, maka

emua pidana

dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau
pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka
pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan
dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab

ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”

67

Edit dengan WPS Office



"~
=]
H
g = |
=1
=
-
> S
= =
£ 3
L]
— |
CE
e B
< o
o =
7 =
I~
&
m-ni—
-
Z =
‘E’;
ﬂ.-
=

Tabel. II. 1
Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020

No. Kategori Jumlah
1 Kekerasan Seksual 419

A

L\ \aié

Hilir.

N

In. Lintas Riau -

8ban tugas serta volume kerja

dibidang  penyelenggaraa merintahan,  pembangunan, dan

kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Rokan Hilir yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis Riau pada tanggal 10

Oktober 1999.
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Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir ini sesuai amanat Undang-
Undang Rl Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Kabupaten Kuantan
& P

watthy,

3l 23 Mei 2005

Kabupaten Rokan Hilir dikeluarkKan dari daerah hukum Pengadilan Negeri
Dumai. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Dumai hanya terdiri dari 8
(delapan) wilayah, yaitu: Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih
Tanjung Melawan, kecamatan Pujud, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir

Limau Kapas, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako dan
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Kecamatan Pekaitan.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

PengadilapgiNegeri Rokan Hilir memn ai Visi dan Misi yang
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c. Sekretaris

Bertugas Melaksanakan, membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas - tugas pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Membantu

Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka
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pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
d. Panitera

bertugas menyelenggarakan  administrasi  perkara, dan

Wakil Panitera,

pelaksana di
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ISIIAIL

nenyj wejsy sej

menjadi informan dan selanjutnye forman yang telah ditetapkan dirasa
belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih
simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang

diinginkan oleh peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang

diharapkan.
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Dalam hal untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dapat dimulai

dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi

ur yang sejenis

yang dilakukan

sbian).

namun ada beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya tindak

pidana pencabulan, diantaranya;

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat
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menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan
mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan

akibat dari perbuatanannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah

Sflgangguran juga
bulan terhadap
ebut, Aristoteles

berontakan dan

dan adab yang didapatkan oleh pelaku yang menyebabkan
terjadinya tindakan pidana pencabulan tersebut.

Analisis berikutnya adanya faktor ekonomi yang rendah,
dimana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur ini

memiliki ekonomi yang rendah, sehingga adakalanya menjadi faktor
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dalam mencari pasangan dalam menjalin suatu hubungan.

2. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal.

gan sosial tempat hiduplseseorang dapat menjadi

ngan pergaulan
kejahatan salah

dibawah umur

terjadi suatu kejaha atunya tindak pidana pencabulan

terhadap anak dibawah umur.

Menurut W Bonger, selain faktor internal yang berasal dari
pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai

pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi.
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Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang,
apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik. (Soejono, 1976, hal.

42)

i
Sl

teknologi yang menjae encabulan adalah internet disitu kita
bisa mengakses apa saja yang kita mau dari hal yang positif hingga
hal yang negatif, di internet, konten pornografi yang bisa di akses
melalui internet dengan mudah dari kalangan orang dewasa hingga

anak dibawah umur. Inilah yang menjadi sebab orang-orang setelah
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sering menonton video porno ada imajinasi sendiri untuk ikut
melakukanya.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor teknologi juga

pidana pencabulan.

‘ ‘ ‘!“ ‘ .Qw ikan dampak

SRR AT

< “‘u‘
=
«Q
Q
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f' emandang adanya

LR «lr
Q. StgaDampak globalisasi begitu
mempengaruhig b muda. Informasi yang diterima

dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan
tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan
perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku

buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.

(Wilson, 2017, hal. 130-131).
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Berdasarkan analisis penulis bahwasanya pelaku tindak pidana
pencabulan anak dibawah umur kerap sekali menyalahgunakan

tekhnology dan media Internet, yang dimana dipergunakan untuk

kata lain perkembane i cirri khas masyarakat pada suatu
daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagaian
negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki
beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional hingga yang

modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut
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koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain
sebagai berikut:

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide,

an dan sebagainya.

“!\‘.‘“‘ .’¢ aktifitas serta

karya manusia.
Jjjud dari suatu
permasalahan
mempengaruhi
berkembangnya

erbukaan dalam

perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi
auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam
taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya,
hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi

dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu

81

Edit dengan WPS Office



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian
tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual

orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabualan demi

kejahatan itu selalu™e an oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-
sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan
penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai
kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa

yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit
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jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang
antara lain sebagai berikut :

a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang

ada diantara

yang merupakan

penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana
yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang
suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.
(Gosita, 1993, hal. 53)

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini
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sering disebut dengan istilah pedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu
kejiwaan yaitu pedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah

melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor

pakan salah satu faktor

‘ ‘ !!\“‘ .90‘ lan terhadap

iri, sehingga

tindakan-tindakan

hakekatnya, agar tidak adanya atau timbulnya hasrat untuk berbuat
tindakan atau mengulangi hal yang serupa.
Berdasarkan Wawancara dengan Bripka Anta Arif Siregar S.H

mengenai Penyebab seseorang melaukan pencabulan dibawah umur ialah :
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“Secara umum pelaku melakukan hal tersebut karena nafsu semata
diantara korban dan pelaku kebanyakan memiliki hubungan khusus
yaitu (pacaran) namun hal itu tidak bisa di benarkan karena
bertentangan pada Undang-Undang Perlindungan anak No 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002
Tentang Perlig i katag an sebagai anak yaitu 18

Dutu p sudah di tetapkan

ﬁ \und ih‘!“gﬁ t&a aksimal 15 tahun:

gpada orang tua
haya perbuatan
80sialisai kepada
pelaku apabila
S5ir tindak pidana
S.H, Selasa 14

adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin
terwujudnya kesejahteraan anak yang meliputi pembinaan,
pencegahan dan rehabilitas anak. Orangtua, pemerintah dan

masyarakat wajib dan harus memastikan kesejahteraan dan keamanan
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anak.
Anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa,

negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai

dapat tumbuh dan

!‘““‘ .Q‘ igya. Untuk itu

Merusak masa depan anak dengan memberikan trauma yang
pastinya akan membekas di ingatannya. Menghancurkan masa depan
anak dengan berbagai macam modus dan upaya. Memanfaatkan
keluguan anak untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Anak

yang masih memiliki keterbatasan logika dan perasaan membuat
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mereka harus menanggung aib dikemudian hari.
Kejahatan pada anak yang terbesar dan sering terdengar saat ini

adalah terkait tindak pidana pencabulan. Tak heran lagi anak sebagai

grdengar. Anak adalah

Ddll .‘
‘-‘-“ .03 pgawasi anak

sepeda motor hendak menuju pulang kerumahnya menuju rumahnya
lalu di pertengahan jalan Anak korban melihat ada 1 (satu) batang kayu
yang melintang di tengah jalan kemudian anak korban mengurangi
kecepatan laju kendaraan sepeda motornya dan mengurangi

porsneling sepeda motornya kemudian terdakwa datang menghampiri
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anak korban dan memberhentikan sepeda motor anak korban lalu
setelah sepeda motor berhenti, terdakwa langsung menutup mulut

anak korban yang pada saat itu posisinya masih diatas sepeda motor

a motornya lalu
n, anak korban
h terdakwa lalu
udian terdakwa
banyak 1 (satu)

orban mencoba

berkata “Diam saja kau, akU cuma minta bibirmu” lalu anak korban
mencoba memberontak kembali sambil menangis dihadapan terdakwa
lalu terdakwa langsung berdiri dan anak korban pun berdiri kemudian
terdakwa memeluk kembali anak korban dan berkata “Jangan nangis,

apa kau malu, nanti kau pacaran cowokmu kayak gini juganya”
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kemudian anak korban melepaskan pelukan dari terdakwa dan
langsung naik ke atas sepeda motornya lalu terdakwa berkata kepada

anak korban ‘Jangan kau bilang sama mamakmu, sempat kau bilang

Untuk itu diperlukan "upaya penanggulangan preventif untuk

pencegahan terhadap pelanggaran norma terlebih dalam bentuk
pencabulan. Apa saja hal yang dapat menjadi upaya preventif untuk
menekan terjadinya hal seperti ini untuk kemudian hari;

Berikut beberapa upaya penanggulangan Preventif yang dapat
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dilakukan:
a. Pemerintah daerah terkhususnya Dinas Sosial dan Dinas

Pendidikan melakukan kegitan sosialisasi rutin di sekolah-

SMA. Yang tentunya

.e$ erta sikolog

dan tetap ikut dalam setiap proses kembang anak.

Berdasarkan Wawancara dengan Orang Tua Korban mengenai

Komunikasi dengan korban ialah :
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“Kami selaku orang tua sebelum hal seperti ini terjadi selalu
menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak kami,sehingga
kami yakin tidak ada hal-hal yang patut dicurigai, tetapi setelah
kejadian pun kami tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak
kami selaku Korban” (Hasil Wawaancara terhadap orang tua

Dapat dimengerti kalau ada individu merasa tidak mampu

membantu secara efektif penyelesaian masalah-masalah tingkah laku
yang demikian beratnya. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk tidak

menyelidikinya secara seksama, agar mengetahui lebih dalam sebab-
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sebabnya dan memahami segala macam kesulitan yang melanda

kaum muda di dalam masyarakat yang kacau dan penuh pergolakan

dewasa ini.

mMbuat dia menjadi

& alnya masih tetap

merasa tidak berdaya untuk berhadapan dengan masalah tersebut
dalam membesarkan anak-anaknya didalam dunia yang begitu kacau-

balau, yang berbed secara radikal dengan dunia di masa muda mereka.

Secara khusus transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja
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membuat gejola kaum muda. Serta kurangnya komunikasi yang baik
dirumah mengakibatkan anak remaja yang sudah mampu berfikir

mencari teman diluar untuk mereka dapat mencurahkan emosional

represif adalah
kejahatan seperti
rbuatannya serta
iWa perbuatan yang

hukum dan

tidak melakukan kembad

Berikut beberapa upaya Penanggulangan Represif yang dapat

dilakukan;

a. Kepolisian dan Kejaksaan dengan tenaga serta perhatian
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ekstra segera menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana
tersebut dan segera menangkap predator anak tersebut.

b. Kepala Sekolah memberikan rehabilitas dan perlindungan

a yang berat

dibawah umur

hukum, berupa
elaku kejahatan,
pengadilan dan

dilakukan harus

menjadi tanggung jaw an. Sehingga aparat yang bekerja
dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.
Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelakuy,
melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan
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dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim

pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana

maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku

1. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan
dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal 285

95

Edit dengan WPS Office



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah

umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling

lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak

bukan dengan Cara kekerasan atau ancaman kekerasan,
melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat
yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya,
pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.
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3. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar

pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus

a  UMLLGA “ ina belas tahun, atau
‘E!},\‘ .e$ aampu  kawin

ama sembilan

@by

alah  perbuatan
umur dilakukan
orang dewasa
ukan tanpa atau
menuhan hasrat
g dilakukan tanpa
atau upaya orang

korban dengan

dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk
melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.
Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.
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b. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak

dibawah umur menurut Pasal 82 PERPU No.1 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23

3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana

karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 76E.
4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,

gguan jiwa, penyakit

““\\“ .90 i reproduksi,

aksud pada ayat
at dikenai pidana
s pelaku.

d pada ayat (2)

8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
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AN RRRRRNNEE Y,

“

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dam*Pembahasan terhadap Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Rhl tentang Tindak
Pidana Pencabulan terhadap korban anak dibawah umur, Maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia dipengaruhi
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beberapa Faktor diantaranya : faktor rendahnya tingkat pendidikan

dan ekonomi, seseorang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi

yang rendah dan cenderung mudah terpengaruh melakukan suatu

3Nk

perkembanganya
erbukaan dalam

ma kaum wanita

Asua Ly

ergaulan terutama

rutin di sekolah-sekolah baik dari tingkat TK hingga SMA, Aparat
hukum baik Kepolisian Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP) melakukan operasi secara intensif dan berkala
terhadap hal-hal yang berbau porno yang beredar disekitaran

lingkungan kota dan sekolah, Orangtua rajin menjalin komunikasi
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yang baik dengan anak dan tetap ikut dalam setiap proses

kembang anak. Upaya Represif dalam Tindak Pidana Pencabulan

Anak dibwah umur ialah: Kepolisian dan Kejaksaan dengan tenaga

menghindari pikiran dan niat yang baik dalam hati serta pikirannya.

. Penulis berharap aparat kepolisian atau pihak-pihak yang peduli

terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat
memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada

wanita tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat
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terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya apabila perbuatan
tersebut terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila

menggalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan

erwajib karena telah

\ ‘ \ “! \“ .&6 atu perbuatan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku
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